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Tugas pokok dan fungsi UPTD BPP IB TSP Bunikasih sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Gubernur 81 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas 
Unit  Dan Tata Kerja  Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas  
Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat , yaitu :  

 
1) UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi 

Perah Bunikasih  mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbibitan 
dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah, meliputi Pembibitan 
serta Distribusi dan Informasi.  

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaima na dimaksud pada ayat (1), 
UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi 
Perah Bunikasih mempunyai fungsi:  

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis p engelolaan 
perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi perah ;  

b.  penyelenggaraan pengelolaan perbibitan dan pengembangan inseminasi 
buatan ternak sapi perah  meliputi pembibitan serta distribusi dan 
informasi ; 

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Perbibitan dan 
Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih  ; dan  

d.  penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

UPTD  BPPIB TSP Bunikasih



(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi

Perah Bunikasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Kepala ;

b. Subbagian Tata Usaha

c. Seksi Pembibitan ;

d. Seksi Distribusi dan Informasi ; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional .

NO URAIAN URAIAN JABATAN
JUMLAH

(ORANG)

1. Pegawai PNS 

(ASN)

-

-

Kepala Balai (Ess  III)

Kepala Seksi Pelayanan Pembibitan (Ess IV)

1

1

- Kepala Seksi Distribusi dan Informasi (Ess IV) 1

- Bendahara Pengeluaran 1

- Pengurus Barang Pembantu 1

- Inseminator 1

- Pemelihara Ternak 7

- Pemelihara kebun Rumput 3

2. Fungsional PNS 

(ASN) - Medik Veteriner 1

JUMLAH PNS 18

3. Non PNS (ASN) - Pemelihara Ternak 13

- Pemelihara kebun Rumput 16

- Inseminator 2

- Paramedik 2

- Petugas recording 3

- Petugas alsintan 1

- Petugas reaktor biogas 1

- Petugas laboraatorium 1

- Pembantu pengawas bibit ternak 1

- Produksi dan distribusi susu 1

- Penjaga Keamanan 8

JUMLAH NON PNS 49

TOTAL JUMLAH PEGAWAI 67

Jumlah Pegawai di UPTD BPPIB TSP Bunikasih
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Karyawan/wati UPTD BPPIB TSP Bunikasih



Sesuai dengan kewenangannya , Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi

Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP),memiliki peran yang strategis dalam upaya

mendorong penyediaan bibit ternak dan pengembangan sapi perah di Jawa

Barat maupun nasional , diantaranya :

1. Berperan dalam upaya penyediaan bibit ternak sapi perah serta mendukung

program nasional (pusat ) dalam rangka menghasilkan bibit ternak unggul

melalui kegiatan inseminasi buatan (IB) UPSUSSIWAB, Progeny Test dan

Transfer Embrio ;

2. Sebagai tempat / lokasi percontohan (Farm Education) pembibitan dan

pembesaran sapi perah yang representative dalam memfasilitasi stakeholder

(pemangku kepentingan ) dalam kegiatan fasilitasi penelitian , kaji terap ,

magang , pelatihan , praktek kerja lapang , studi banding, kunjungan kerja dan

lain -lain ;

3. Mendorong peningkatan produktivitas ternak sapi perah Jawa Barat melalui

pembinaan teknis opersional dalam penerapan teknologi sapi perah pada

sentra ternak (kelompok peternak ) sapi perah di kabupaten / kota ;

4. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peran Balai /UPTD
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1. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

a . Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan

Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

b . Pasal 12 (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) meliputi : aé.; bé; c . pangan ; déé.dst

c . Pasal 12 (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi : aé.; bé.; c . pertanian ;

déédst

d . Pasal 13 (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah provinsi adalah (a, b, c) yang lokasinya , penggunaannya , dan manfaat atau dampak negatifnya

lintas kabupaten / kota , d . urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh

Daerah Provinsi

2. Undang -undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Undang -undang Nomor 41 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan yaitu :

a . (41/ 2014) Pasal 13 (3) Dalam hal usaha pembenihan dan / atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang ,

Pemerintah membentuk unit pembenihan dan / atau pembibitan .

b . (41/ 2014) Pasal 18 (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring

Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit

pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di

daerah tersebut .

c . (41/ 2014) Pasal 32 (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina

pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

Peraturan dan perundangan yang terkait dengan UPTD Balai Pengembangan Perbibitan dan Pengembangan

Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (UPTDBPPIBTSPBunikasih) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa

Barat, antara lain :

PERATURAN DAN PERUNDANGAN TERKAIT UPTD
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3. Undang -Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara RInomor 5038);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor GKE/M.PA/ 7/ 2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M .PAN/ 2/ 2004 tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah .

11. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar

Pelayana n

12. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 18 Tahun 2009

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014

tentang Standar Pelayanan

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017

tentang Standar Penyusunan Surpai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

15. Pergub No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan

dan Sususnan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

16. Pergub No. 89 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisDaerah

di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

17. Surat Keputusan Kepala Balai No : 522.1/ 941/Kpts SMM/BPPIBTSP/XII/2017, tentang Pembentukan Struktur Sistem

Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTDBalai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah

Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat



18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/ Permentan /KP.240/ 5/ 2015 tentang Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional

Pengawas Mutu Pakan

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan /OT.140/ 4/ 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan

Unit Pelaksana TeknisDaerah, pasal 11 - 35

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan /PK.320/ 12/ 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/ Permentan /OT.1400/ 12/ 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/ Permentan /OT.140/ 1/ 2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/ Permentan /OT.140/ 10/ 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik

(Good Breeding Practice)

28. Peraturan Pertanian Nomor : 422/ Kpts/OT.210/ 7/ 2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak sapi Perah yang Baik(Good

Farming Practice)

29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/ Permentan /OT.140/ 7/ 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik

30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan /OT.140/ 3/ 2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan

Bibit Ternak

31. Peraturan Gubernur 81 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok , Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat ;

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 19 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 46 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub Jabar No. 26 Tahun 2013 tentang

Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi daerah dalam lampiran Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 23 Tahun

2012 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah .

36. Standar Nasional Indonesia (SNI), SNI3141.1:2011 tentang SusuSegar Bagian 1 : Sapi

37. Standar Nasional Indonesia (SNI), SNI2735-2014, tentang Bibit Sapi Perah Holstein Indonesia

38. ISO9001:2015, Perbibitan Sapi Perah pada UPTDBPPIBTSPBunikasih Certificate no .Q-9297/ 18

39. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 02/ 2018 tentang Pengembangan Benih dan / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di

Masyarakat

Lanjutané.
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u BPPIB-TSP Bunikasih berada pada posisi geografis
107°03´ BTdan 6°50´ LSdengan ketinggian ± 1.000 m
dari permukaan laut . Suhu berada pada kisaran 18
~ 25 ºC dan kelembaban 85%. Curah hujan 266
mm/ tahun pada saat musim hujan dan 51 mm/ tahun
pada musim kemarau .

u Lahan yang di kelola BPPIB-TSPBunikasih seluas 24,04
hektar berada di dalam dua wilayah administratif ,
yaitu di Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang
dan di Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang
Kabupaten Cianjur . Adapun pemanfaatan lahan
tersebut , adalah sebagai berikut :

u Bangunan dan fasilitas umum (gedung kantor ,
per kandang an ternak , perumahan pegawai ,
cekdam dan lain -lain ) seluas 3,975 hektar (16,53%)

u Paddock exercise ternak 0,26 hektar (1,08%)

u Kebun rumput seluas 18,52 hektar (77,04%) terdiri dari
lahan yang efektif ditanami hijauan pakan ternak
(HPT) 5,06 hektar (27,32% dari luasan kebun rumput ,
semi efektif 8,98 hektar , dan terdapat 4,525 hektar
lahan tidak produktif diantaranya terdapan kebun
bambu pada lokasi topografi berbukit dan curam .

u Lahan kebun Indigofera 1,52 hektar (6,33%)

Kondisi Geografis & Lahan
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Kapasitas Tampung & Populasi Ternak

Kapasitas Tampung Ternak ± 320 ekor (± 190-200  ST)

Populasi saat ini 295 ekor

UPTD  BPPIB TSP Bunikasih

2016 :  252   

2017 : 304

2018 :  295



Jenis Pelayanan
di BPPIB Ternak

SapiPerah
Bunikasih

1. PelayananData dan Informasi

2. PelayananPenyediaNarasumber

3. PelayananBimbingan Teknis
Kelompok

4. PelayananPKL/ MAgang

5. PelayananInformasi Penjualan
Bibit Ternak

6. PelayananPenelitian

7. PelayananPenjualanSusu
Segar

8. PelayananKunjungan

9. PelayananBantuan Bibit HPT

10. PelayananPengaduan
Layanan Publik

Standar Pelayanan di BPPIB TSP Bunikasih berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat 

No. 068/kep.216 -DKPP/2018 tanggal 29 Oktober 2018 


